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PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 61 TAHUN 2023 TENTANG 
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 

2024 

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota 
Cirebon Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum 
Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024; bahwa dengan 
diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional, 
Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 
dilakukan perubahan;  

- Dasar Hukum :  

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       
Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2              
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6866); Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 



Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia             
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 12 
Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6041); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan 
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847); 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              
Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6322); Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323); 
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum 
Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6770); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6883); Peraturan Pemerintah Nomor 1 
Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909); 
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia  
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 63); Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan 
Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023         
Nomor 112); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 
tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 



Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144); 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Wali Kota (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 310); Keputusan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-6572 Tahun 2023 tentang 
Pengangkatan Pejabat Wali Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat; 
Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 61 Tahun 2023 tentang Standar 
Biaya Umum Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 61); Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5        
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9  
Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5); Peraturan Daerah Kota 
Cirebon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2018–2023 
(Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2019 Nomor 5), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7        
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon 
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah 
Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Cirebon Nomor 109); Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5      
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107); Peraturan 
Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2022  
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 117); 
Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Urusan 
Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota 
Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 128);  

 
CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei  

tahun 2024. 
- Lampiran : - 

   
 


